PUTUSAN
Nomor §98/Pdt. G/2016/PA. Thh
g U a1 ) ey
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUMANAN YANG MAMA ESA
Pengadilan Agama Tembilahan yang memedksa dan mengadili perkara Ceral
Talak pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat parmusyswaratan Majelis
Hakim menjatubkan Putusan sebagal berikut dalam perkars antar
umur 24 tahun, sgama Islam,
pekenaan Penjual Sayur, tempat tinggal di Sari Agung RT. 01 Desa
Patalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragin Hilir, yang dalam hal ini
diwakill oleh kuasa hukumnys AFRIZAL, S.H. dan M. ARFAH, SM.
Advolat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Baharudin Yusuf No. 02 RT. 05
RW. 02 Kelurahan Sungai Benngin, Kecamatan Tembilshan, Kabupaten
Indragint Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016
yang telah terdaftar i Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan
dengan Nomor BSW/SK-G/CT/R2016/PA Thh tanggal 28 November 2016,
sebagai PEMOHON.
Molawan
umur 25 tahun, agama lslam, pekeraan lbu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Pant 3 Desa Kotabaru Seberds,
Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragin Hilir, sebagal TERMOHON,
Pengadilan Agama tersebut,
Telah membaca dan mampelajan berkas perkara,
Telah mendengar keterangan Pemohon sera memeriksa bukll surat dan
saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwas Femohon dengan surat permohonannys tertanggal
29 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepantteraan Pengadilan Agama
Tembilahan Nomaor 898/Pdt. G/2016/PA. Tbh mengemukakan hal-hal sebagal berikut.
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istr (ba'da Dukhul)
yang melangsungkan pemikahan pads har Rabu, 16 Oktober 2013 M, dan
dicatat oleh Pegawsl Pencatst Niksh Xantor Urvsan Agama Kecamatan
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Kartang, Kabupaten Inhil, Provingi Riau sesual Kutipan Akta Nikah Nomor
4641662013, tertanggal 17 Oktober 2013,

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon memilih tempat
kediaman keluargs di Part 3 Kotabaru Kec Ketitang atau di rumah orang tus
Termohon sampai dengan berpisab dan selama menjalani masa pernikahan
tersebut, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai seorang anak pun,

3. Bahwa sefak bulan Januar 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulat terganggu  dan  tidak  harmonis  lagl  dengan teradinya
porselisihan dan pertengkaran terus menarus yang penyebabnya adalah.

a Termohon tdak mau ikut tinggal dirumah yang sudah dibuatken oleh
Pamohon dan lebih memilth tinggal sama orang tus.

b. Termohon kurang melayani Pemohon.

c. Termohon sering marah-marah dengan Pemohon dan  kadang-kadang
berkata-kata kasar.

d. Termohon tidak menghormati dan merendahkan Pemohon karens Pemohon
bacasal darl keluarga kurang mampu dan pendidikan rendah,

0. Termohon beberapa Kall meminta berpisah/bercers dengan Femohon

. Termohon tidak mengabaikan semua nasehal Pemohon sebagal suaminya.

g Pihak keluarga Termohon senng ikut campur urusan rumah tangga pemohon
dan Tarmohon

4. Bahwa puncak perselisihan pads bulan jull 2014 dimana berawal ketikas
Pamonon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah yang sudah dibangun
Pemohon sejak sebelum menikah dengan Termohon yang terdetak of RT, 01
Barl Agung Desa Petalongan Kec. Kerdtang, akan tetapi Termohon tidak mau
dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya, yang berujung dengan
pertengkaran dan berakhir dengan diusimya Pemohon dari rumah orang fus
Termaohon atau tempat kediaman keluarga.

5. Babhwa sejak berpisah pads bulan Jull 2014 sampal dengan gugatan ini
dilayangkan ke Pengadilan, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal
serumah lagi yang kalau dihitung sudah selama 2 tahun 4 bulan,

6. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudab berusaba mendamakan akan
totapl tidek berhasil karena Termohon karas kepala dan tidak mau menuruti
penntah suami untuk pindah ramah
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7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagl
untuk diteruskan dan dibing demi terbentuknys rumah tangga yang sakinah
mawaddah warahmah, apalagi sudah tampak tidak ada tikad dari Termohon
untuk melanjutkan pernikahan ini, oleh sebab itu lebih baik putus karens
perceralan,

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkars
ini;

Boerdasarkan alasan/dalil-dall diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memertksa dan mengadill perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amamya sebagal benkut .

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak  Pemohon  untuk
seluruhnya,

2. Memberi ljin kepada Pemohon untuk
menjatubkan talak satu rafi kepada Termohon
hadapan sidang Pengaditan Agama Tembilahan.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan
putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan
menerbitkan Akta Cerainya.

4. Membebankan biaya parkara menurut hukum.

At

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Kiranya memberikan putusan yang
soadi-adiinya (ex aequo ¢t bono)

Bahwa pada han persidangan yang telah ditetapkan, Pemaohon teleh hadir
sendirt dimuka persidangan, akan tetapi Termohon tdak hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagal wakll atau kuasanyns, meskipun menurut relaas
panggilan Termohon telah dipanggll secara resmi dan patut, sedangkan tidak
tormyata ketidak hadirannya (tu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Bahwa Majelis Hakim telah menasibati Pemohon untuk bersabar dan hidup
okun kembali dengan Termohon sebagal suami-istri dan tidak melanjutkan
parmahonannys, akan tetapi tidek berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadie di persidangan, maka mediasi
sebagaimana dismanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republk Indonesia
Nomor 1 Tahun 2018 Jo Pasal 154 R Bg tidak dapat disksanakan, begitu jugs
keterangan Termohon tdak dapat ddengar di persidangan.
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Bahwa pameriksann perkars inl dilanjutkan dengan membacakan surat
parmohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pamohon;

Bahwa untuk memperkuat dabl permohonannys, Pemohon telah mengajukan
bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 464/16/X/2013, yang
aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten
Indragin Hilir, tanggal 17 Oktober 2013, lalu Majelis memerksa bukti surat tersebut
dan mencocokkan dengan aslinya temyata cocok, telah bermeteral cukup kemudian
oloh Ketua Majolis, diberi tanda P

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi
sebaga berikut |
1 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekernaan

Tani, bertempat tinggal di Km, 08 Suka Tani RT. 03 RW. 01, Desa Petalongan,

Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragin Milir. saksi tersebut memberikan

keterangan dibawah sumpahinya yang pada pokoknys sebagai berikut -

Banwa saksi mengenal Pomohon dan Termohon karena sebagal Paman

Pemohon,

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang menikan tahun

2013 di KUA Kecamatan Keritang, setelah menikah Pemohon dan Termohon

bertampat tinggal di rumah orang tua Termohon hingga berpisah;

- Bahwa rumah tanggas Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami istrl belum tidak diksruniai anak;
Bahwa sejak bulan Januar 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagl karena senng tenadi
perselisinan dan pertengkaran;

. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan  Termohon
dissbabkan masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal
dirumah yang telah dibuatkan oleh Pemohon dan lebih memiin tinggal
dengan orang tusnys dan keluarga Termohon senng fkut campur dalam
urusan rumah tangga Pemaohon dan Termohon,

« Banhwa hingge sekarang inl antara Pemohon dengan Termohon sudah
berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan, karens
Pemohon diusit oleh Tarmohon,

Bahwa antars Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun

kemball, akan tetap: tdak bamhasi:
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2 ,umur 82 tahun, agama lslam, pendidikan SO,
pokerjaan Tani, bertempat tinggal di Km 10 Desa San Agung, Kecamatan
Fetalongan, Kabupaten Indragin Hillr, saksi tersebut memberkan ketersngan
dibawah sumpahnya yang pada pokoknys sebagal bersikut
~  Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Ayah

kandung Pemohon,

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suambistr yang sah sejak tahun

2013 di KUA Kecamatan Keritang, setelah menikah bertempat tinggal di

rumah orang tua Termahon hingga berpisah,

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan

harmonis sebagaimana layaknya suami istrl dan Udak dikarunial snak;

« Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan
tidak harmonis lagi sejak bulan Januarl 2014 karens senng tenadi
persafisihan dan pattengkaran;

Bahwa pemalisihan  dan  pedengkaran  Pemohon  dengan  Tarmohon

disebabkan karena pihak keluarga Termohon senng kut campur urusan

rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Bahwa penyebab lain dart parselisihan tersebul karena masalah tempat

tinggal dimana Termohon ftidak mau jkut tinggal ditumah yang telah

dibuatkan oleh Pamohon dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya;

Bahwa hingga sekarang Ini antars Pemohon dengan Termohon sudah

berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan, karena

Pamohon diusir oleh Termohon,

+  Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakian untuk rukun
kemball, akan tetapl tdak berhasi,

Bahwa Pemohon telah menyampalkan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya Pamohon tetap pada Parmohonannys;

Bahwa Pemohon selanjutnys menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu
apapun dalam perkara int dan telah menyampalkan kesimpulannys yang pada
pokoknya tetap sebagaimana surst permohonannys sera mamohon perkara ini
segers diputuskan:

Bahwa untuk mempersingkat uralan putusan ini, Majels cukup menunjuk hs
ihwa! sebagamana telah dicatst dalam Berta Acara,
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TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Famohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas |

Menimbang, bahwa sesual ketentusn Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo
FPasal 26 Peraturan Pemernntah No. § Tahun 1875, Pemohon dan Termohon telah
dipanggll secara resmi dan patut untuk menghadap i persidangan, lerhadap
panggitan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di  persidangan,
sedangkan Termohon tidak hadie dan tidak pula menyuruh orang lain sebagal
wakiinya atau kussanya, maks berdasarkan Pasal 140 R Bg permohonan Pamohon
danpat diputus dengan Verstek.

Menimbang. bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1889 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang
kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008, maka selama
pemernksaan perkara il Majolis telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasthati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak
berhasi,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perdamaian
melalul mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor @ 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, begitu juga
keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan,

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perdu mempertimbangkan
tertang hubungsn hukum antara Pamohon dengan Termohon terlebil dahuly, maka
berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Niksh), termyata adalah akta autentik terbukti
bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 16 Oktober
2013, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan
dan patut menjadi pihak-pihik dalam perkarn o,

Meanimbang, bahwa pada pokoknya Pemochon memohon supaya diber izin
untuk mengucapkan ikrar talak satu ra)l atas dirl Termohon dengan alasan-alasan
pads pokoknya karens

« Temohon tdak mau kut tinggal dirumah yang sudah dibuatkan oleh

Pemohon dan lebih memilih tinggal sama orang tus,

s  Termohon kurang melayani Pemohon
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¢ Termohon sering marah-macah dengan Pemohon dan kadang-kadang
berkata-kata knsar
= Tamnhon  fidak  menghormatt dan  merendahkan  Pamohon  karena
Pemohon berasal dart keluarga kurang mampu dan pendidikan rendah.
» Tarmohon beberapa kall meminta barpisah/bercers dengan Pemohon
*  Tarmohon fidak mengabakan semus Nasenat Pemaonon Setagsl suaminys.
Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dall dan alasan
permohonannya, Femohon telah mengajukan buktl berupa Surat (P) dan 2 (dus)
orang saksi, dan terhadap bukth-buktt mana Majelis akan mempetimbangkan berkut
n
Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condifio
sine quanon, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara inl, sehingga
tidak pariu dipattimbangkan kembali |
Menimbang, bahwa buktl dus orang saks), ternyata keduanys adalah orang-
orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebul telsh memberikan
keterangan dif bawah sumpahnya di parsidangan berdasarkan pengetahuan yang
bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, dan keterangan saty dengan
linnya telah saling mendukung serta telah sesuni dengan dalilkdall dan alasan
pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-sakst tersebut dipandang
telah memenuhi syarat formil dan materill pembuktian, sehinggs keterangan saksi
saksl a quo telah depat diterima sebagal buktl yang cukup mendukung kebenaran
dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohaon dalam perkars ini |
Menimbang, babwa dar permohonan Pemohon yang didukung bukti-bukti P
dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis telah dapat
menamukan fakta sebagal berikut
~ Bahwa Pemohon adalah istri dari Termohon sejak tahun 2013 di KUA Kecamatan
Kerttang dan belum diknrunial keturunan,
Bahwa awalnya rumah tangges Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis
namun sejak bulan Januar 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering tenadi parselisihan dan pertengkaran
yang sudah sulit yntuk di damaikan lagl yang penysbabnya karena kelusrge
Yermohon sedng kut campur urusan rumah tanggs FPemohon  din Termohon
dan jugs masalah tempat tinggal barsama dimana Termohon tidak meu kut

Hal 7 gan 10 hal. Putusan Nomor 058P0 G/2016PA Toh
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tinggal dirumah yang telah dibuatken oleh Pemohon dan lebih memilih tinggal
barsama orang tuanys,
= Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal
lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan karena Pemohon diusir oleh
Tormohon,
« Bahwa upaya damal telah dilakukan oleh pihak keluargs namun tidak berhasil,
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat
dali-dall dan alasan permohonan Pemohon telah lerbuktl kebenarannya, dan rumah
tngga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah
(broken marmage) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan
akan hidup rukun lagl dalam membing rumah tangga, hal ini sesual dengan
ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 |
Menimbang. bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Temohon
dapat dilihat dan fakta di mana telah tehadi perselisihan dan pertengkacan antars
Pemohon dengan Termohon yang berakhic pisah tempat tinggal selama 2 (dus)
whun 4 (ampat), sera upaya damal yang dilakukan bak oleh pihak keluargs
maupun oleh Majelis Hakim selama pemenksaan perkara ini, tetap tidak barhasil
Mal ini adalah merupakan indikasi bahwa antars Pemohon dengan Termohaon sudah
sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam
membina rumah tangaa |
Manimbang, bahwa selanjutnya  juga Majelis  Makim  peru  untuk
mengetengahkan dalll syar'l dalam ALQuean surat Al-Bagarah ayst 229 yang
Majelis Hakim ambil sebagal pendapat Majelis dalam memutus perkars inl yakni:

* .o o o o B e™ L e
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Artinya  © “Tolak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh diryuk dengan

cara yang ma'ruf atay menceraikan dengan cara yang baik";

Dart dall tersebut dapat ditark pengertinn, apabils  perkawinan sudah  sult
dipentahankan lagl, maka jalan keluamys adalah percersian dengan cars yang bak
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas,

Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diber zin mengucapkan

ikrar talak atas din Termohon telah memenuhi sasin yang cukup Sebagaimans

ditentukan dalam Pasal 19 huruf (1) den hundt (f) Peraturan Pemenntah Nomor §

Tahun 1675 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilast Hukum isiam, oleh karena
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ity sesual ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tabun 1986 tentang
Poradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan,

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannys memohon supays
salinan penetapan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal
Pamohon, Termohon dan tempst perkawinan dilangsungkan, maka Majelis Makim
memerintahkan  kepada Panitera  Pangadilan  Agama  Tembilahan  untuk
manyampaikan salinan penetapan krar talak kepada Kantor Urusan Agama yang
wilayahnys meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan
Ageama ditempat perkawinan dilangsungkan untuk  dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang FPeradilan Agama yang telah diubah untuk kedus kalinya
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2000, maka semua blaya perkara ini
dibebankan kepada Pemohon,

Memperhatikan, pasal-pasal dar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1086
tentang Petadilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinys dengan Undang
undang Nomor 50 Tahun 2009, dan persturan perundang-undangan, serta dalil
syar' yang berkenaan dengan perkars ini,

MENGADILI

1. Menyalakan Termohon yang telah dipanggl dengan resmi dan patut untuk
manghadap di persidangan, tidak hadir,

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek,

3. Member izin kepada Pemohon untuk
manjatuhkan talak satu raj't terhadap Termohon i
depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan,

4 Memerntahkan Pantters Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengitimkan
salinan Penetapsn tkrar Talak setelab ikcar talak dilaksanakan kepada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ketitang, Kabupaten Indragin Hilir, untuk dicatat
pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar Disys perkars sejumiah
Rp. 761.000 - (tujuh ratus sembilen puluh saty nbu rupiah).
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Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi
bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami YENI
KURNIATI, S.H.l. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.l. dan
FATHUR RIZQI, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum
yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ISKANDAR
ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa
hadirnya Termohon;

TERAI L. KETUA MAJELIS

MPEL

YENI KURNIATI, S.H.I.
HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA

bhtp—

RIKI DERMAWAN, S.H.L FATHUR RIZQI, S.H.I
PANITERA PENGGANTI

u-m

ISKANDAR ZU NAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp.  30.000.-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 700.000.-
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
Jumiah = Rp. 791.000,- (Tujuh ratus sembitan puluh satu

ribu rupiah),
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